
Menimbang 

BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR .3. TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUSAHMN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin oleh

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum

Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan dan

perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan prinsip

tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Kabu paten Daerah Tingkat II Blitar;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten

Blitar;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6405);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6845);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5802); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016

tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah

Daerah kepada Badan U saha Milik Daerah

Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018

tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,

Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 155);
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17. Peraturan Daerah Ka bu paten Blitar Nomor 7 Tahun 2022

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7 /E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor

68);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR 

dan 

Menetapkan 

BUPATI BLITAR 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 

DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN KABUPATEN 

BLITAR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Blitar.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Blitar.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran

Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Perumda

adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk

perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang usaha

jasa layanan penyediaan air minum dan usaha lainnya

yang menunjang kegiatan usaha utama Perumda sesuai

ketentuan.
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6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam

Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM

adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan

kepada direksi atau dewan pengawas.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan

Perumda.

8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab

atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan

Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam mapun

di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar.

9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat

UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan

kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota

Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.

10. Pegawai adalah pegawai Perumda.

11. Air Minum adalah air yang diproduksi oleh Perumda.

12. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air

Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap

meter kubik (m3) yang diberikan oleh Perumda yang wajib

dibayar oleh pelanggan.

13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda dengan

jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya

disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari

Rencana Bisnis Perumda.

15. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai

proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana

dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa

dilakukan.
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16. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air

Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar

mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan

produktif.

17. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Perumda yang bertujuan

untuk membantu biaya produksi Air Minum agar harga

jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat banyak.

18. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh

pengawas internal dan/ atau kantor akuntan publik

secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

mengenai . pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara dan daerah.

19. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI

adalah aparat pengawas intern Perumda.

20. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan

Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi

membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas

pengawasan.

21. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem

pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi

yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan

antar pemangku kepentingan.

BAB II 

ASAS 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Perumda berdasarkan asas: 

a. kelestarian;

b. keseimbangan;

c. kemanfaatan umum;
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d. keterpaduan dan keserasian;

e. keberlanjutan;

f. keadilan;

g. kemandirian; dan

h. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. dasar hukum pendirian;

b. SPI, Komite Audit dan komite lainnya;

c. kepegawaian;

d. asuransi dan dana pensiun;

e. asos1as1;

f. tahun buku, Rencana Bisnis dan RKA Perumda;

g. operasional;

h. Tarif Air Minum;

1. kerja sama dan pengadaan barang dan jasa;

J. hak dan kewajiban;

k. pengembangan dan inovasi;

1. sistem informasi

m. peran serta masyarakat;

n. pembinaan dan pengawasan; dan

o. pembubaran.
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BAB IV 

DASAR HUKUM PENDIRIAN 

Bagian Kesatu 

Penyesuaian Status Badan Hukum 

Pasal 4 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Penataran

Kabupaten Blitar yang didirikan dengan Peraturan

Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Daerah Tingkat II Blitar beralih kedudukan badan hukum

menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Penataran Kabupaten Blitar.

(2) Peralihan kedudukan badan hukum menjadi Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten

Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kepemilikan atas aset, hak dan kewajiban, dan/ a tau

hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tirta

Penataran sesuai ketentuan.

(3) Atas perubahan status badan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Daerah Tingkat II Tirta Penataran dilanjutkan

pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan

menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Penataran Kabupaten Blitar sesuai ketentuan.

Bagian Kedua 

Nama 

Pasal 5 

Nama BUMD dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar 

atau disebut dengan Perumda Tirta Penataran. 



-10-

Bagian Ketiga 

Tempat Kedudukan 

Pasal 6 

(1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

(2) Perumda dapat membuka kantor cabang administrasi

yang merupakan unit atau bagian dari Perumda yang

dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat

administratif sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan

persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan

Pengawas sesuai ketentuan.

Bagian Keempat 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 7 

( 1) Perumda didirikan dengan maksud menyelenggarakan

pelayanan Air Minum bagi seluruh rakyat secara adil,

merata, terus menerus memenuhi syarat-syarat

kesehatan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi

perusahaan sesuai ketentuan.

(2) Perumda didirikan dengan tujuan:

a. memberikan manfaat bagi 

perekonomian Daerah; 

perkembangan 

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi

pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik; dan

c. memperoleh laba dan/ a tau keuntungan.
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Bagian Kelima 

Kegiatan Usaha 

Pasal 8 

(1) Kegiatan usaha Perumda meliputi:

a. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah

Daerah dalam menyelenggarakan sistem

Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat;

b. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian

sarana pelayanan Air Min um dan/ atau air bersih;

c. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi

pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk

mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar;

d. menyelenggarakan pelayanan Air Min um dan/ atau

air bersih kepada masyarakat secara tertib dan

teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi;

e. menyediakan, memproduksi, mengelola, dan menjual

Air Minum dan/atau air bersih sebagai bahan baku

Air Minum;

f. mendirikan, membangun dan/ atau mengelola 

instalasi Air Min um dan/ atau air bersih;

g. mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan;

h. membentuk dan mengembangkan unit usaha Air

Minum dalam kemasan; dan

1. melakukan kegiatan usaha lainnya yang tidak

berten tangan dengan maksud dan tujuan

didirikannya Perumda.

(2) Pembentukan dan pengembangan unit usaha Air Minum

dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam 

Jangka Waktu Berdiri 

Pasal 9 

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
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Bagian Ketujuh 

Modal 

Pasal 10 

(1) Modal dasar pada Perumda ditetapkan sebesar 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Penyertaan Modal pada Perumda sampai dengan laporan

Audit 2019 berjumlah sebesar Rp27.085.995.020,35 (dua

puluh tujuh miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus

sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah tiga puluh

lima sen) terdiri atas:

a. sebesar Rp4.830.784.575,00 (empat miliar delapan

ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh

empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

berdasarkan Penyertaan Pemerintah Pusat dan

Penyertaan Pemerintah Daerah, selanjutnya

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:

05/BA/W.13/97 tanggal 5 Juni 1997 tentang

penghibahan Status Aset eks. Proyek Penyediaan dan

Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen

Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten

Blitar;

b. sebesar Rpl.586.238.700,00 (satu miliar lima ratus

delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh

delapan ribu tujuh ratus rupiah) berupa Penyertaan

Modal Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2010

berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 43

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah

Kabupaten Blitar pada Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2009;

c. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blitar

berupa penambahan sarana transmisi dan distribusi

sesuai dengan surat pengajuan dari PDAM

Kabupaten Blitar Nomor UM.02/II/409.502/XI/2006

tertanggal 20 November 2006;
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d. sebesar Rpl.625.230.025,00 (satu miliar enam ratus

dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu dua

puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar; dan

e. sebesar Rp18.643.741.720,35 (delapan belas miliar

enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat

puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tiga

puluh lima sen) berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Daerah pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Blitar.

(3) Pemenuhan modal dasar dilaksanakan sesua1 dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan 

Organ 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 11 

Organ Perumda terdiri dari: 

a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

Paragraf 2 

KPM 

Pasal 12 

( 1) KPM selaku pemilik modal Perumda memiliki kewenangan

mengambil keputusan.
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(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada

pejabat perangkat daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat(2) terdiri atas:

a. peru bahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan

anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber

dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan

revaluasi aset, dan;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas,

dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

J. penggabungan, pemisahan, peleburan, 

pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan 

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh

persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam

1 (satu) transaksi atau lebih.

(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber

dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 5) ditetapkan berdasarkan:

a. target kinerja Perumda;

b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan Perumda.
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Pasal 13 

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila 

dapat membuktikan: 

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung

maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Perumda; dan/ atau

c. tidak terlibat baik secara Iangsung maupun tidak

langsung menggunakan kekayaan Perumda secara

melawan hukum.

Paragraf 3 

Dewan Pengawas 

Pasal 14 

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 

Pasal 15 

( 1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan

melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit melalui tahapan:

a. seleksi administrasi;

b. UKK; dan

c. wawancara akhir.

Pasal 16 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama

dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1

( satu) orang anggota, 1 ( satu) orang anggota Dewan

Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuanjumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan,

pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
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Pasal 17 

{ 1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi: 

a. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1

(satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;

b. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2

{dua) orang terdiri atas:

1. 1 { satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan

1 (satu) orang unsur independen; atau

2. 2 {dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

c. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3

(tiga) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan

2 (dua) orang unsur independen; atau

2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1

(satu) orang unsur independen;

d. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4

(empat) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua)

orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 ( satu)

orang unsur independen; atau

2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)

orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua)

orang unsur independen;

e. Jika dengan jumlah anggota Dewan Pengawas

sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 {tiga)

orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu)

orang unsur independen;

2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua)

orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua)

orang unsur independen; atau

3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu)

orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga)

orang unsur independen.
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(2) Ketentuan pengisian jabatan anggota Dewan Pengawas

yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan

paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali

anggota Dewan Pengawas 

melaksanakan tugas dengan 

jabatannya. 

yang 

baik 

dinilai 

selama 

mampu 

masa 

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan Perumda;

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan

Perumda;

c. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

d. antisipasi dan/ atau minimalisasi terjadinya 

kecurangan; dan 

e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan

dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. Rencana Bisnis;

b. RKA Perumda;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan;

e. kontrak kinerja; dan

f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali,

anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak

kinerja.



-18-

(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan

kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19 

Dewan Pengawas bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perumda.

Pasal 20 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang sebagai 

berikut: 

a. menerima penyampaian Laporan Direksi Perumda yang

terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan

tahunan sebagai salah satu dasar pengawasan;

b. bersama Direksi menandatangani laporan tahunan,

untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM guna

disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

diterima;

c. melakukan rapat bersama KPM dan Direksi dalam

pengembangan usaha Perumda;

d. wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas

kinerja Direksi kepada KPM sebagai dasar pertimbangan

KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan

anggota Direksi;

e. memberikan pertimbangan terkait pengangkatan kepala

SPI; dan

f. menerima penyampaian rencana kerja dan anggaran dari

Direksi untuk ditandatangani bersama guna selanjutnya

disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan

pengesahan.

Pasal 21 

( 1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris

yang dibiayai oleh Perumda.
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(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan

Pengawas.

Pasal 22 

( 1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh 

KPM. 

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) paling ban yak terdiri dari:

a. honorarium

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/ atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

(1) Besaran honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau

tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.

Pasa123 

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas 

anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan 

dimuat dalam RKA Perumda. 

Pasal24 

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; dan/ atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal25 

( 1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir

karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib

menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa

jabatan paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum berakhir

masa jabatannya.
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(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas

pengawasan yang belum dilaporkan paling lam bat 1 ( satu)

bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar

pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau

memberhentikan Dewan Pengawas.

( 4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota

Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya

dilaksanakan setelah hasil Audit dengan tujuan tertentu

atau Audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada

KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota 

Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan 

Perumda dilaksanakan oleh KPM. 

Pasal26 

( 1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir 

karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian 

dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan apabila berdasarkan

data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

Pasa127 

Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM. 

Paragraf 4 

Direksi 

Pasal28 

(1) Direksi diangkat oleh KPM.

(2) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda sesuai

ketentuan.
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Pasal 29 

( 1) Proses pemiliban Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit melalui tabapan:

a. seleksi administrasi;

b. UKK; dan

c. wawancara akbir.

Pasal 30 

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali

anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas

dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) paling sedikit memenubi kriteria:

a. melampaui target realisasi terbadap Rencana Bisnis

serta RKA Perumda;

b. meningkatnya opini Audit atas laporan keuangan

perusabaan atau mampu mempertahankan opini

Wajar Tanpa Pengecualian;

c. selurub basil pengawasan sudab ditindaklanjuti

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; dan

d. terpenubinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berdasarkan dokumen yang paling sedikit terdiri

atas:

a. Rencana Bisnis;

b. RKA Perumda;

c. laporan keuangan;

d. laporan basil pengawasan; dan

e. kontrak kinerja.

(4) Dalam bal anggota Direksi diangkat kembali, anggota

Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan

kembali sebagai anggota Direksi.
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Pasal 31 

Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya 

dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali 

untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

Pasal 32 

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima)

orang. 

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas

efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda.

(4) Direktur Utama diangkat berdasarkan dari salah satu

anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)

kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus

dan/ a tau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat

untuk masa jabatan yang ketiga.

(6) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b paling

sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis

serta RKA Perumda;

b. opini Audit atas laporan keuangan perusahaan

minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar

100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode

kepemimpinan.
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Pasal 33 

( 1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap

sebagai:

a. jabatan struktural atau fungsional lainnya pada

instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Daerah;

b. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik

negara, dan badan usaha milik swasta;

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/ atau

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik

kepen tingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan

sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi. 

Pasal 34 

Direksi mempunyai tugas: 

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan

pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;

b. membina Pegawai;

c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun Rencana Bisnis dan RKA yang disetujui

bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;

dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan

Perumda yang terdiri dari laporan bulanan, laporan

triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 35 

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 mempunyai wewenang: 

a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi Pegawai

berdasarkan ketentuan;
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b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja

Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk

diajukan persetujuan kepada KPM sesuai ketentuan;

c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah

Direksi sesuai ketentuan;

d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan sesuai

kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda dengan

kewenangan yang ada dengan memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g. menyusun dan menandatangani laporan triwulan dan

laporan tahunan;

h. melakukan pengelolaan terhadap aset milik Perumda

berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan

Pengawas sesuru dengan ketentuan perundang­

undangan; dan

1. menyusun regulasi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal36 

( 1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) terdiri atas:

a. gaJ1;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/ atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/ atau tantiem atau

insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
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Pasal 37 

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda,

Direksi dapat diberikan dana operasional setiap bulan

yang besarnya paling banyak 50% (lima puluh per seratus)

gaji yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis

berupa fakta integritas.

(2) Besaran dana operasional, penggunaan dan

pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 38 

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dan/ a tau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39 

( 1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib

menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir

jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan

yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan

Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan

rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta

penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk

memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
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(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota

Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan

setelah hasil Audit dengan tujuan tertentu atau Audit

tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan

kepada KPM.

Pasal 40 

( 1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib

disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 

Direksi diberhentikan oleh KPM. 

Pasal42 

( 1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda

apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan

anggota Direksi yang bersangkutan; dan/ atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan

Perumda.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yang berhak mewakili Perumda, yaitu:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai

benturan kepentingan dengan Perumda;

b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi

mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;

atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh

anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai

benturan kepentingan dengan Perumda.
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Pasal 43 

( 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota

Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda

dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal

Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi

sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama

6 ( enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota

Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas,

pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda

untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan

Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan

Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6

( enam) bulan.

Bagian Kesepuluh 

Pela po ran 

Paragraf 1 

Pelaporan Dewan Pengawas 

Pasal 44 

( 1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari Laporan triwulan

dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan

pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja

setelah tahun buku Perumda ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disahkan oleh KPM.
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(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak

menandatangani laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya

secara tertulis.

Paragraf 2 

Pelaporan Direksi 

Pasal 45 

( 1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan

triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan

operasional dan laporan keuangan yang disampaikan

kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan

laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi

dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada

KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada

masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 5) disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak

menandatangani laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya

secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.



-29-

Paragraf 3 

Laporan Tahunan Perumda 

Pasal46 

(1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan;

b. laporan mengenai kegiatan Perumda;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku

yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun

buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas;

dan

g. penghasilan anggota Direksi dan Anggota Dewan

Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) . Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a, paling sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang 

bersangkutan;

c. laporan arus kas;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kesebelas 

Penggunaan Laba 

Pasal 47 

( 1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.

(2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana pada ayat (1)

digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;
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b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontiniuitas

pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha

perintisan Perumda;

c. dividen yang menjadi hak daerah;

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

e. bonus untuk Pegawai; dan/ a tau

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk

peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas

pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan

Perumda setelah dana cadangan dipenuhi.

( 4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap

tahun oleh KPM.

Pasal 48 

(1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba

bersih setiap tahun, buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih dimaksud pada ayat ( 1) wajib

dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal·

Perumda.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda

mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh

persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan

untuk menutup kerugian Perumda.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua

puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan

dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan

Perumda.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana

cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang

baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 49 

Dividen Perumda yang menjadi hak daerah merupakan 

penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM. 

Pasal 50 

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus

untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba

bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan

kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

biaya.

Pasal 51 

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku 

menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup 

dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam 

pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba 

selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya 

tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

( 1) 

(2) 

Pasal 52 

Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba 

bersih. 

Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, 

usaha kecil, dan koperasi. 
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BABV 

SPI, KO MITE AUDIT, DAN KO MITE LAINNY A 

Bagian Kesatu 

SPI 

Pasal 53 

(1) SPI merupakan aparat pengawas intern Perumda.

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur

Utama.

(3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan

dari Dewan Pengawas.

Pasal 54 

SPI mempunyai tugas: 

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan

pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai

pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada

Perumda, dan memberikan saran perbaikan.

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau

hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada

huruf a kepada Direktur Utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang

telah dilaporkan.

Pasal 55 

(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI

kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya

ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil

langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang

dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan

yang dibuat oleh SPI.
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Bagian Kedua 

Komite Audit dan Komite Lainnya 

Pasal 56 

( 1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan komite

lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungis

membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas

pengawasan.

(2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) beranggotakan unsur independen

dimpimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

(3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat

berkoordinasi dengan SPI.

Pasal 57 

Komite Audit mempunyai tugas: 

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan

efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas

pelaksanaan tugas ekstemal auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil Audit yang

dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempumaan

sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang

memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan

perusahaan;

e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan

perhatian Dewan Pengawas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan

yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 58 

( 1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai

pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya,

Perumda dapat tidak membentuk Komite Audit dan

komite lainnya.
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(2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite

lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya

dilaksanakan oleh SPI.

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan 

Pasal 59 

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang 

pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan 

kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai ketenagakerjaan. 

Bagian Kedua 

Pegawai Disabilitas 

Pasal60 

(1) Perumda dapat merekrut Pegawai penyandang disabilitas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) Perumda menyediakan sarana aksesibilitas bagi Pegawai

penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga 

Penghasilan Pegawai 

Pasal 61 

( 1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan

layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab,

dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai

dengan RKA Perumda.
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(3) Penghasilan Pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/ a tau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas 

pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan Perumda. 

Pasal62 

( 1) Pegawai berhak mendapat:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti bersama;

d. cuti hamil dan melahirkan;

e. cuti sakit; dan

f. cuti karena alasan penting;

(2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud

ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perumda,

kecuali cuti di luar tanggungan Perumda.

(3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM

setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal63 

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda 

melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia. 
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Bagian Keempat 

Masa Pensiun 

Pasal64 

( 1) Batas usia pensiun Pegawai Perumda adalah 56 (lima

puluh enam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan

kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda diatur 

dengan Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan. 

BAB VII 

ASURANSI DAN DANA PENSIUN 

Pasal 66 

Perumda wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada 

program jaminan kesehatan, jamninan hari tua, dan jaminan 

sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

BAB VIII 

ASOSIASI 

Pasal 67 

(1) Perumda wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan

Air Minum Seluruh Indonesia.

(2) Perumda dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air

Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang

menjembatani kegiatan kerja sama antar perusahaan

daerah air minum dalam dan luar negeri dan

berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan

daerah.
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BAB IX 

TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS, DAN RKA PERUMDA 

Bagian Kesatu 

Tahun Buku 

Pasal 68 

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim. 

Bagian Kedua 

Rencana Bisnis 

Pasal 69 

( 1) Direksi bersama jajaran Perumda wajib menyusun

Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu

5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar sesuai

ketentuan.

(2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), memperhatikan aspiras1 para pemangku

kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas

dan disahkan oleh KPM.

(3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau

pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana

Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang

penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang

disusun oleh Pemerintah Daerah.

( 4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen

pengelolaan sebelumnya;

b. kondisi Perumda saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana

Bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan,

dan program kerja.
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Pasal 70 

( 1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan

peru bahan dalam hal:

a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

mempengaruhi kebijakan Perumda;

b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi

operasional Perumda; dan/ atau

c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan

yang terkait

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh

bencana.

(3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait

arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

(4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam

setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir

Rencana Bisnis.

Bagian Ketiga 

RKA Perumda 

Pasal 71 

(1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan

penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

memuat rencana rinci program kerja dan anggaran

tahunan.

(3) Direksi menyampaikan RKA Perumda kepada Dewan

Pengawas paling lambat pada akhir bulan November

untuk ditandatangani bersama.
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(4) RKA Perumda yang telah ditandatangani bersama Dewan

Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan

pengesahan.

BABX 

OPERASIONAL 

Bagian Kesatu 

Standar Operasional Prosedur 

Pasal 72 

(1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan Standar

Operasional Prosed ur.

(2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur

perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

a. organ;

b. organisasi dan kepegawaian;

C. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. resiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Pasal 73 

( 1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik.
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(2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akun tabilitas;

C. pertanggungjawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:

a. mencapai tujuan Perumda;

b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan

memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional

maupun intemasional;

c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional,

efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan

meningkatkan kemandirian organ Perumda;

d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, serta kesadaran tanggung

jawab sosial Perumda terhadap pemangku

kepentingan maupun kelesatarian lingkungan di

sekitar Perumda;

e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam 

perekonomian nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi 

perkembangan investasi nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
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BAB XI 

TARIF AIR MINUM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 74 

Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan 

Penyediaan Air Min um dan/ atau air bersih dikenakan Tarif Air 

Minum. 

Pasal 75 

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan 

Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Subsidi Tarif Air Minum 

Pasal 76 

(1) Subsidi kepada Perumda bertujuan untuk membantu

biaya produksi Air Minum agar tersedia pelayanan Air

Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi

masyarakat.

(2) Besarnya Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata

dengan harga pokok produksi setelah diaudit. 

(3) Dalam hal Bupati memutuskan Tarif Air Minum lebih

kecil dari usulan Tarif Air Minum yang diajukan Direksi

yang mengakibatkan Tarif Air Minum rata-rata tidak

mencapa1 pemulihan biaya secara penuh (full cost

recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan

Subsidi untuk menutup kekurangannya melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

(4) Ketentuan mengenai Subsidi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.
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BAB XII 

KERJA SAMA DAN PENGADMN BARANG DAN JASA 

Bagian Kesatu 

Kerja Sama 

Pasal 77 

( 1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk:

a. operasi Uoint operation);

b. pendayagunaan ekuitas Uoint venture); dan

c. lainya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berlaku ketentuan:

a. disetujui KPM; dan

b. memiliki bidang usaha yang menunJang bisnis

utama.

(4) Kerja sama pendayagunaan ekuitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan:

a. disetujui KPM;

b. laporan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam

keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa

tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan

modal daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis

utama.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

saling mengutungkan dan melindungi kepentingan

daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

(6) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain

merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan

mekanisme internal Perumda.
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(7) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD

milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung

kerja sama daerah.

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada

Perumda untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 78 

( 1) Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra 

kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen 

persyaratan. 

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:

a. proposal kerja sama;

b. studi kelayakan kerja sama;

c. rencana bisnis pihak ketiga; dan

d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Bagian Kedua 

Pengadaan Barang dan J asa 

Pasal 79 

Perumda melakukan pengadaan barang dan jasa dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi sesuai 

ketentuan. 

BAB XIII 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Kewajiban Perumda 

Pasal80 

(1) Perumda menyediakan, memproduksi, mengelola, 

mendistribusikan dan menjual Air Min um dan/ atau air 

bersih kepada setiap pelanggan. 
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(2) Perumda mendirikan, membangun dan/atau mengelola

instalasi Air Min um dan/ a tau air bersih sesua1

kebutuhan.

(3) Perumda melakukan pengembangan dan pengelolaan

sistem Penyediaan Air Minum.

(4) Perumda melakukan pengecekan dan penghitungan

tagihan debit Air Minum dan/atau air bersih pada

meteran Air yang dipakai oleh pelanggan setiap bulan.

(5) Perumda melakukan pemeliharaan terhadap pipa dan

meteran air pelanggan.

(6) Perumda menanggapi dan menyelesaikan setiap keluh

kesah pelanggan dalam kurun waktu lx24 (satu kali dua

puluh empat) jam dengan membentuk Unit Pelayanan

Konsumen Perumda.

(7) Perumda memberikan teguran dalam bentuk surat

peringatan dan sanksi denda serta mencabut instalasi

meteran Air Min um dan/ atau air bersih pelanggan apabila

menunggak pembayaran tagihan air dalam kurun waktu

tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

(8) Perumda melakukan pengecekan dan pengawasan

penggunaan dan pengusahaan air untuk mencegah

adanya pemakaian air termasuk penggunaan air tanah

yang tidak sesuai peruntukannya.

(9) Perumda berkewajiban memberikan kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Air

Minum dan/atau air bersih.

( 10) Perumda berkewajiban menyediakan fasilitas Air Min um

dan/ atau air bersih Perumda untuk digunakan sendiri

dengan bijaksana dan efisien.

Bagian Kedua 

Hak Perumda 

Pasal 81 

( 1) Perumda berhak menerima pembayaran tagihan 

pemakaian air sesuai dengan tagihan yang ditetapkan. 
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(2) Perumda berhak menerima pembayaran tagihan denda

keterlambatan pembayaran tagihan air.

(3) Perumda berhak menerima pembayaran biaya

pendaftaran pemasangan baru kembali untuk instalasi

atau meteran air yang telah diputus atau dicabut akibat

menunggak pembayaran tagihan Air Minum.

BAB XIV 

PENGEMBANGAN DAN INOVASI 

Pasal 82 

( 1) Perumda melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan

kepada Pegawai guna meningkatkan kompetensi Pegawai.

(2) Perumda dapat meningkatkan sarana dan prasarana alat

dalam mendukung kegiatan usaha sesuai dengan

kemampuan keuangan Perumda.

(3) Perumda dapat mendirikan laboratorium air dalam

rangka pengembangan inovasi.

(4) Perumda dapat memanfaatkan teknologi digital dan

elektronik pada pelayanannya.

(5) Perumda dapat mengembangkan program tanggung jawab

sosial dan lingkungan perusahaan merujuk pada

ketentuan perundang-undangan.

BAB XV 

SISTEM INFORMASI 

Pasal83 

( 1) Perumda menyusun sistem informasi yang memuat

pemutakhiran data informasi Perumda secara lengkap

dan periodik.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling

sedikit memuat:

a. program prioritas;

b. layanan pelanggan;

c. layanan pengaduan; dan

d. informasi lain sesuai dengan kebutuhan
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(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di

Daerah.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dapat diakses dengan mudah oleh dunia usaha,

masyarakat, dan/ atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB XVI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 84 

( 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan

informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda.

(2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan

atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan

Perumda.

(3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Perumda wajib menyediakan

sarana yang memadai.

BAB XVII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 85 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap

pengurusan Perumda.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan

fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris

Daerah.
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(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan

Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

(4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi

pembinaan teknis 

melakukan:

Perumda mempunyai tugas

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal86 

( 1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk 

menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan

oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh SPI, Komite Audit, dan/ a tau komite

lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan

umum; dan

c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah

non kementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi

pengawasan.
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BAB XVIII 

PEMBUBARAN 

Pasal 87 

(1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

(2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran 

dikembalikan kepada daerah.

BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

Perumda 

a. Perumda diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun

untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam

Peraturan Daerah ini;

b. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang

telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah

ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi

masa jabatan dimaksud;

c. Standar Operasional Prosedur Perumda yang telah ada

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini dan paling lama 1 (satu) tahun

harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan

Daerah ini; dan

d. Perumda menyesuaikan penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik berdasarkan ketentuan Peraturan

Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.
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BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 89 

( 1) Peraturan pelaksanaan dari Pera tu ran Daerah Tingkat II

Blitar Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar

dinyatakan masih tertap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan da1am Peraturan Daerah

ini.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah 

Tingkat II Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali 

Pasal 2 tentang Pendirian. 

Pasal 91 

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 24- Maret 2023 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 24 Maret 2C23 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR .3/E 

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR 36-3/2c23 



I. UMUM

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR .. J .... TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUSAHMN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR 

Perumda sebagai Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dalam 

penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian Air Min um dan/ atau air 

bersih dituntut agar selalu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui Air Min um dan/ atau air bersih, dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar yang didirikan dengan 

Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar. 

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan perkembangan 

peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang 

Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan 

Evaluasi Badan U saha Milik Daerah. 

Adapun meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih 

yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada 

pengelolaan Perumda, maka diperlukan adanya pengaturan yang 

memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan 
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perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu 

Peraturan Daerah m1 Juga merupakan landasan bagi Perumda sebagai 

perusahaan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini 

dilakukan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa 

Perumda diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian 

fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa 

penyelenggaraan Perumda dilaksanakan dengan keseimbangan 

antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi 

ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada 

masyarakat golongan rendah (miskin). 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah bahwa 

penyelenggaraan Perumda dilaksanakan untuk memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif 

dan efisien. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan dan keserasian" 

adalah bahwa penyelenggaraan Perumda dilakukan secara 

terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai 

kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa 

penyelenggaraan Perumda dapat berlangsung secara terus­

menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa 

penyelenggaraan Perumda dilakukan secara merata ke seluruh 

lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga 

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk 

berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa 

penyelenggaraan Perumda dilakukan dengan memperhatikan 

kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat 

dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan 

amanat pelayanan. 

Hurufh 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" 

bahwa penyelenggaraan Perumda dilakukan secara terbuka dan 

dapat dipertanggunggugatkan. 

Cuku p jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cuku p jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Hurufh 

Cukup jelas. 

Hurufi 

Yang dimaksud dengan "usaha lainnya" adalah antara lain 

usaha Air Min um dan/ atau usaha air limbah lainnya. 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah modal perusahaan 

yang disebutkan dalam anggaran dasar. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal" adalah pemberian 

modal kepada Perusahaan baik berupa uang atau barang dengan 

tujuan diantaranya adalah pemenuhan modal dasar atau 

pengembangan usaha. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 



Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

-5-
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pemyataan 

kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate 

intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan 

Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasa120 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
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Apabila jumlah Direksi berjumlah 1 (satu) orang, maka disebut 

dengan Direktur, sedangkan jumlah Direksi berjumlah lebih dari 

1 orang, maka akan diangkat 1 (satu) orang sebagai Direktur 

Utama. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal42 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 
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Yang dimaksud dengan "mempunyai benturan kepentingan" 

adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan 

pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang 

lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat 

mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau 

tindalan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal44 

Cukup jelas. 

Pasal45 

Cukup jelas. 

Pasal46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal66 

Cukup jelas. 
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Pasal67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cuku p jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cuku p jelas. 
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Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cuku p jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal90 

Cukup jelas. 
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. Pasal 91 

Cukup jelas. 
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